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PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

(DPMPTSP)
Alamat: JI. Kartika No.54 Singhi' Kecamatan Ran tepao Telp. 0423-23669

SURAT KEPUTUISAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 12 TK/DPMPTSP/VIL2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK SANTA MARIA TALLUNGLIPU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA.
Memperhatikan Surat Pimpinan Kepala Taman Kanak-Kanak Santa Marnia Tallungllipu
Nomor. 20/TK/TH/VII2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Pengajuan lzin
Operasional Taman Kanak-Kanak Santa Maria Tallungllipu

Menimbang bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah
memenuhi  persyaratan, maka dipandang perlu ditetapkan  dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang lzin Operasional Penyelenggarman Taman Kanak-Kanak Santa
Maria Tallungllipu.

Mengingat I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masional ( Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomaor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang —
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3 Peraturan Pemenintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
mmwmnmmmm_
Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemeintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolsan dan

i —_
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Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negamm Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51 5Ty

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);

.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak

Usia Dhni;

6. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013

7. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayman Republik Indonesia
MNomor 63 Tahun 2009 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan
Anak Usia Dimi Holistic Integrative

Y. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten

Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016

Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Uara Nomor

6l

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2016 lentang Susunan
Urgamsasi. Kedududkan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugns
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Susunan Orgamsasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian.
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Bupati Toraja Utarm Nomor 1 Tahun 2017 lentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Penizinan pada
Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Toraja Utara.
MEMUTUSKAN
Menctapkan
PERTAMA - Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
kepada

Nama TK : TK. Santa Maria Tallungllipu
Alamat  : Tallunglipu, Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu
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KEDUA :
Apabila terjad; pelanggaran datam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
ersebut pada Diktum PERT AMA, maka lzin Operasional akan dicabut

KETIGA :
1 A. Kewajiban Pemegang Izin

|.Wajib - mentaati peraturmn  perundang-undangan  sesuai  dengan
Ketentuan yang berlaku

2. Wayib mengirim laporan secara berkala sesuai Ketentuan Menurut
Model yang sudah ditentukan

3 Wajib  melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi Dapodik
dengan sebenar-benamya sesuai keadaan lembaga

4. Wayib mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Masional
(NPSN)

5.Wajib melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian
Akreditasi Masional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional
Pendidikan

6. Wanh mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) han sebelum izin im berakhir

B. Sanksi

Apabila Pemegang lzin tidak Melaksanakan kewajiban-kewajiban

tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan lzin

Operasional (lzin Operasionalnya tidak diperpanjang)

KEEMPAT Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak langgal
penctapan dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal

perpanjangan izin operasional lembaga.

Ditetapkan di - Rantepao
pada tanggal : 17 Juli 2018




